
Dipindai dengan CamScanner 

a. bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Peraturan P1::m rinrah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pclaksi naan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tcntang Desa , . n 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 20 Tahun O] 8 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu dil kuk n 
pengaturan ten tang Pedornan Penyustman Anggar: .n 
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 202 l ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimak ud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tent n 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan B lanja 
Desa Tahun Anggaran 2021 ;. 

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 entang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabun 
Timur (Lernbaran Negara RepubHk lndone ia Tahun l 99 
Nomor 182, Tambahan Lernbaran Negara Republik lridone: ia 
Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang 
Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentuks n 
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro 
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969),; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549S); 

Mengingat 

Menimbang 

PERATURAN UPATI SAR' LANGUN 
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TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN [l ~LANJA D ~~ A 
TAHUN ANGGARAN 202 l 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang 8 rsumber Dari An aran Pendapatan dan 
Belanja Negara [Lembaran Negara RepubUk Indonesia Tahun 
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5558) sebagairnana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan P raturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Pera tu ran Pernerintah 
No:mor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber 
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (tembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

5. P raturan Pernerintah Nornor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nornor 123,, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana tel ah be berapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan. Pemerintah Nemer l l 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41, Tambahan Lernbaran Negara. Republik Indonesia 
Nomor 6321); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 20 Tahun 2018 
ten tang Pengelolaan Keuangan Desa (Lem baran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611}; 

7 .. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 9 Tahun 
2007 tenta.ng Kedudukan Kewenangan Kepala Desa clan 
Perangkat Desa [Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun 
Tahun 2007 Nomor 9); 

8 .. Peraturan Oaerah Kabupaten Sarolangun Nomor 20 Tahun 
2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lernbaran Daerah 
Kabupaten Sarolangun Tahun 2007 Nomor 20); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 21 Tahun 
2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
[Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2007 Nomor 
21); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
[Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 
5) se bagaimana telah be berapa kali diu bah terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 
2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor .2); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 9 Tahun 
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 9); 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
l Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun. 
2. Pemerintah Daerah adaJah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten 

Sarolangun dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Sarolangun yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan 
menurut asas otonom:i tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem clan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

4.. Bupati adalah Bupati Sarolangun, 
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Cam at se bagai perangkat 

Daerah Kabupaten Sarolangun. 
6. Desa adalah Kesatuan rnasyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang be.rwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setem pat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemerintah Desa adala:h Kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa .. 

8 .. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat 
BPD atau yang disebut dengan narna lain adalah lembaga 
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang 
ditetapkan oleh Kepala Desa bersarna Bad an 
Permusyawaratan Desa. 

10. Keuangan Desa adalah Semua hak dan kewajiban Desa yang 
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang 
dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak d.an 
kewajiban Desa. 

11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah Keseluruhan kegiatan 
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan. Desa, 

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang 
selanjutnya disingkat RPJMDes adalah Dokumen 
perencanaan Desa unruk periode 6 (enam) tahun. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEOOMAN PENYUSUNAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 
ANGGARAN 202 l. 

Menetapkan 
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13. Rencana Kerja Pemerin tah Desa, ·selanjutnya di cbu.t RKP 
Desa adalah Penjabaran dari Rencan Pcmbangunan J ngka 
M.enengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) t hun. 

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut 
APB Desa adalah Rencan - keuangan tahunan Pernerintahan 
Desa. 

15. Penerimaan Des adalah Uan yan rnasuk ke rekening kas 
Desa, 

16. Pengeluaran Desa adalah Uang yang keluar dari rckening kas 
Desa. 

17 Pendapatan adalah Semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) 
tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu 
dikembalikan oleh Desa, 

18. Belanja Desa adalah Sernua pengeluaran yang: merupakan 
kewajiban Desa dalam 1 [satu] tah.un anggaran yang tidak 
akan diterirna kembali oleh Desa, 

19 .. Pembiayaan Desa adalah Semua penerimaan yang perlu 
dibayar kembali dan / a tau pengeluaran yang akan dlterima 
kem bali, balk pada tahun anggaran yang bersangkutan 
maupun pada tahun anggaran beriku tnya. 

20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang 
selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau 
sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyal 
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelo]aan 
keuangan Desa. 

21. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang: selanjutnya 
disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan 
pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala 
Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD. 

22 Sekretaris Desa adalah Perangka t Desa yang berkedudukan 
sebagai unsur Pimpinan Sekretariat Desa yang menjalankan 
tugas sebagai koordinator PPKD. 

23. Rekening Kas Desa adalah R.ekening ternpat menyimpan uang 
Pernerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan 
Desa dan digunakan untuk rnembayar seluruh pengeluaran 
Desa dalam I (satu) rekening giro pada Bank yang ditetapkan. 

24. Dana. Cadangan adalah Dana yang disisihkan guna mendanai 
kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat 
dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 

25. Surplus Anggaran Desa adalah Selisih lebih antara 
pendapatan Desa dengan belanja Desa. 

26. Defisit Anggaran Desa adalah Seliaih kurang antara 
pendapatan Desa dengan belanja Desa, 

27. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut 
SiLPA adalah Selisih lebih realisasl penerirnaan dan 
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran .. 
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4. Peraturan Pemerintah Nemer 60 Tahun 2014 Len .ng Dann 
Desa Yang Bersurnber nri Anggaran P ndapatnn dr n 
Belanja Negara [Lembaran Ne ara Republik lndon sin ·rf IYm 
2014 Nornor 168. Tarnbah n Lernbaran Negara tcpublik 
Indonesia Nomor 5,558) seba airnana telah b b ·rnpn knli 
diubah terakhir dengan P raturan Pernerintah Nmnor 8 Tai un 
2016 tentang Perubahan Kedua Ata.s Peraturan Pemerintnh 
Nomor 60 Tahun 2014 entang Dan Desa Y n:1:~ rraurnber 
Dari Angga.ran Pendapatan dan Belanjs Negara (Lemh r- n 
Negara .Republik Indonesia. Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomo.r 6 Tahun 2014 
tentang Desa [Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lernbaran Negara Repubhk 
Indonesia Nomor 5539) sebagairnana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Pcrnturan Pemerintah Norn.or l 1 
Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua A taa Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraruran 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20.14 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41 i Tarnbahan Lernbaran Negara Republlk lndnnesia 
Nomor 6321); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun.2018 Nomor 611); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 9 Tahun 
2007 tentang Kedudukan Kewenangan Kepala De a dan 
Perangkat Desa [Lembaran Daerah Ka bupaten Sarolangun 
Tahun 2007 Nomor 9); 

8 Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 20 Tahun. 
2007 ten tang Sumber Pendapa tan Desa [Lernbaran Dae rah 
Kabupaten Sarolangun Tab un 2007 Nomor 20); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 21 Tahun 
2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
[Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahu.n 2007 Nomor 
21); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
[Lernbaran Daerah Kabupa ten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 
5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 
2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah [Lernbaran 
Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 2); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sarnlangun Nomor 9 Tahun 
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja.. Daerah 
Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021 (Lernbaran 
Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 9); 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasa1 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggaraan Pernerintah Daerah .. 
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten 

Sarolangun dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Sarolangun yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan 
menurut asas otonorni tugas pernban tuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

4. Bupati adalah Bupati Sarolangun. 
5.. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat 

Daerah Kabupaten Sarolangun. 
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan rnengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa. 

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat 
BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lernbaga 
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang 
ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan 
Permusyawaratan Desa. 

10. Keuangan Desa adalah Semua hak dan kewajiban Desa yang 
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang 
dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 
kewajiban Desa. 

I L Pengelolaan Keuangan Desa adalah Keseluruhan kegiatan 
yang rneliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan dan pertanggungiawaban Keuangan Dese. 

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang 
selanjutnya disingkat RPJMDes adalah Dokumen 
perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun. 

MEMUTUSKAN · 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES.A TAHUN 
ANGGARAN 2021. 

Menetapkan 
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l 3. R ·n nn K- rja Pem rintah De r, lanjutn j ebut RKP 
D sa dalah P njab run dnri Rencana P .mbangun , n J m 
M - :n en h D sn untuk jan k waktu l (-, tu) tahun, 

14. Angga.mn P ndapat n d n Belanja Desa clan] tnya di b <t 
APB Desa dalah R nc · no. keu ngan tahtman P m rin h - n 
D sa, 

15. d Jah U n y n~ m . uk k r k min k 
Des. 

l . P n luar n e a adalah Uan yon k .I ar d. ri r _ kenin ka 
D n. 

17. Pendapatan adalah mua p n rimaan De: d Jam l f tu) 
hun nggaran yang rnenjadi hak De, , dan .;·dak lu 

dikernbalikan oleh Desa, 
18. Belanja Desa adalah Semua pengeluaran yan · rnerup kan 

kewajiban Desa dalam l {satu) tahun anggar y n "d - 
akan diterima kernbali oleh Desa, 

19. Pembiayaan Desa adalah S mua pe erimaan y perlu 
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan dire im 
kembali, baik pada tahun anggaran yan . be gku _ , 
maupun pada tahun anggaran bertkutnya. 

20. Pemegang Kekuasaan Peng lolaan Keuangan Desa y 
selanjutnya disingkat PKPKD adalah K pala Des 
sebutan nama lain yang karena jabatannya 
kewenangan menyelenggarakan kes luruhan 
keuangan Desa, 

2 l. Pelaksana Pengetolaan Keuan an De a yang s I jutrr · 
disingkat PPKD adaJah Peran kat D sa yan m Iaksan · 
pengelolaan keuangan Desa berda kan kepuru p a 
Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD. 

22. Sekretaris Desa adaJah Perangkat De yang berkedud 
sebagai unsur Pimpinan Sekretariat De a yang menjalan 
tugas sebagai koordinator PPKD. 

23,. Rekening Kas Desa adalah Rekening ternpat menyimp 
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh pen - 
Desa dan digunakan untuk rnernbayar luruh pen lu 
Desa dalarn 1 (satu) rekening giro padu Bank yani ditetapkan. 

24. Dana. Cadangan adalah Dana yang disisihkan gun _ m nd 
kegiatan yang rnemerlukan dana relatif besar y lid ,· 
dipenuhi dalam saru tahun anggaran 

25. Surplus Anggaran D a dalah eli ih lebih ra 
pendapatan D a dengan belanjo Desa. 

26. Defisit An , aran D adul 1 Ii ih ku n ntara 
pend patan Deso d n n belan] _ D s .. 

27. Si Lebih P rhitun an An · lanjutn}.. dis but 
SiLPA adalah S -1 i ih l bih p nerim nn dun 

n· nrnn, 



Dipindai dengan CamScanner 

- ---- -------- 

-L r raturr n P merintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
D- so. Yang Bersurnb r Dari Anggaran Pendapatan dan 
B lania Ne am (Lem baran Ne ara Republik Indonesia Tahun 
2.014 Nornor 168, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5558) se bagairnana telah beberapa kali 
diub h terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2016 tentnng Pcrub han Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor O Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber 
Dari Anggaran Pend pa tan dan Belanj a Negara (Lembaran 
N gara Repu bUk Indonesia Tahun 2016 Nomor 5 7, Trunbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
P raturan Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2014 
tentang Desa [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor l 23, Tam bah an Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagairnana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemeri.ntah Nomor 11 
Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41 t Tambaaan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6321); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara 
RepubHk Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);. 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 9 Tahun 
2007 tentang Kedudukan Kewenangan. Kepala Desa dan 
Perangkat Desa [Lernbaran Daerah Kabupaten Sarolangun 
Tahun 2007 Nomor 9J; 

.a. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 20 Tahun 
2007 ten tang Sum ber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sarolangun Tahun 2007 Nornor 20); 

9 Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 21 Tahun 
2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2007 Nomor 
21); 

10 .. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 
20 l 6 tentang Pembentukan dan. Susunan Perangkat Daerah 
(Lem baran Daer-ah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 
5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nornor 2 Tahun 
2018 tentang Perubaban Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten sarolangun Nomor 5 Tahun .2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Oaerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 2); 

11 Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 9 Tahun 
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja. Daerah 
Kabupaten sarolangun Tahun Anggaran 2021 [Lembaran 
Daerah Kabupaten Saro1angun Talmn 2020 Nomor 9); 
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Diundangkan di Sarolangun 
pad a tanggal 4 Ja-nvd 1" 2021 

CEKENDRA 

Ditetapkan di Sarolangun 
pada tanggai .~ d,,nu;ri. 20 

B\JPA- SAROLANGUN., 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tans al diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya dalarn Berita Daerah 
Kabupaten Sarolangun. 

BAB HI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal4 

Pasal 3 
Pernerintahan Desa dalarn menyusun APB Desa Tahun nggaran 
2021 v.. ajib berpedornan pada Peraturan Bupati ini. 

Pedornan p rt rusunan Al B De a Tahun Anggaran 02 J ad l ih 
Seba: aimana t · rcantum dalarn Iarnpirt n y ng m rupakan b , ian 
yang tidak terpisahkan dari Perat uran Bupati iru. 

BAl3 il 

PEDOMAN PENYUSUNAN A· · _,GARAN PENDAPAT 
AN ,ELAN,JA DESA 

Pa I 2 
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Bi\l' I 
l{l•~Tl~NTl1/\N . MUM 

P \., nl 1 
Dulmn h tutu .nn nupn'li ini ynn~ Iimnksud ngnn: 

'I. I 11 \ 11 rur-n utntuh Kn hut utcn Sm 11 uigun. 
·) Prmt'-riutuh DnC't rh mlnlnh Bu1 11i dun P r n ' l Daerah. 

m"hu~~n, uuaur 1 l"Hyrkn~ u urn Pcmc1intnh D erah. 
'l., Prnu~mfotutmn l u rnh urhlnh F cmrrint h Daerah 1'Cnbup _ ten 

t,:;•u •I: mwm d:1 n l>irw:m Pcrwukilnn akynt : acrah Kabupaten 
._ "m ).\HnfJ.l tu J·m1 ~. mcnycl ·nAA rrnkan urusnn Pernerint han 
menuru: rnns 01011omi lu~ rn pcmbnntuun dengan prinsip 
llonm111 ~duus-hurnn n tlnlmn sistern dan prinaip Negara 

I\C"SulUnn l~ .publik Ind ncsin s bn tnimann dimaksud dalam 
Undung-Uudnng Dnsnr Ne. nm Rcpu lik Indonesia Tahun 
104 - . 

"°1., llupnc i ml ilal 1. Bupntj Sarolangun. 
. Kc mu rtun udnlah Wiloyah kerjn arnat sebs ai perangk t 

neruh Kabupnten Sur lnngun. 
t1. D· n nduluh Kcsntuan mnsyarnkat hukum yang rnemiliki 

butru wllaynh }'tmg bcrwcnang untuk rnengatur da:n mengurus 
uru sn n pcm rin tn hn n, k pen tingan rnasy rakat setempat 
b rd isnrknn prakursu mu ymlkot. hak asal usul, danj'atau 
h vk rrndi ionnl yang diakui clan dihormati dalam sisrem 
F nnerintulmn Negurn Kesruuan Republik Indonesia. 

7 .. P merintnh Desa adalah K pala Desa atau yang dis but 
dengnn namn Iain dibaruu perangkat Desa sebagai unsur 
p nycl nggn rn Pemcrintahnn Desa, 

ti. ndnn Perrnusyawarntun Desn yang setanjutnya disingkat 
PD ntnu yang dis rbut dcngan nama loin adalnh lembaga 

ynng melaksnnuknn fun si p rnerintahan y n anggotanya 
m rupaknn wakil larl pcnduduk De· a berdaearkan 
k· terwnkilan wiltw h dnn ditetnpkan seear dernokratia, 

. P - rt I urn n D ·sn u lnlnli P rnturn n Pe rundang-U ndangan yang 
dlt ranknn oleh Kepalu Desa bersama Ba.dan 
Permu yuwarutnn Desa. 

10. K ttungan D sn ndalah Sernua hak den kewajiban Desa yang 
dapat dinllni denrun uung s rta segala sesuatu b rupa uang 
dnn boron_ ynng bcrhul>tm nn dcngnn p lak.sana.an hak dan 
k wojihon O sn, 

1 :1 . P nKcloJunn K "Unngon De~m ndah1h Keselundum kegiaten 
yung m JipuU pel"\-ncnnnan~ pclaksanaan, pena.tausaho.an, 
p ·lupomn dun p rtonp:gungjawnban Kcmmga.n Desa. 

12,, R ncurm Pcmbun ,unnn JnnM.kO. Menen.gah Desa yang 
cl,nnjutnyo di.c'in~kat RPJMDe odruoh Dokumen 

p rencumu n Dean unluk pcriude b (enum) tnhun. 

P·NYU~UNAN 
Dl±: ""A TAHUN 

l Ii;[ MAN 
',l A:N.rA 

"mr-.11 ru l\i\N : 

1 ~ I' TUil N ·~ mwn Tl1;N1 hNU 
f NU( l 1\N l'l·~NI H\Pf\.'I ·, N l>AN 

'NOU IMN' ~ U 
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13. Rencana Kerja Pernerintah Desa, selanjutnya disebut RKP 
Desa adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut 
APB Desa adalah Rencana keuangan tahunan Pemerin tahan 
Desa, 

15. Penerimaan Desa adalah Uang yang masuk ke rekening kas 
Des a. 

16. Pengeluaran Desa adalah Uang yang keluar dari rekening kas 
Desa, 

17. Pendapatan adalah Semua penerimaan Desa dalam 1 [satu] 
tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan. tidak perlu 
dikembalikan oleh Desa. 

1 B. Belanja Desa adalah Semua pengeluaran yang merupakan 
kewajiban Desa dalam l (satu) tahun anggaran yang tidak 
akan diterirna kembali oleh Desa. 

19 .. Pembiayaan Desa adalah Semua penerimaan yang perlu 
d.ibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 
kem ball, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 
maupun pada tahun anggaran berikutnya. 

20 Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang 
selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau 
sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai 
kewenanga.n menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan 
keuangan Desa. 

21. Pelaksana Pengelolaan Keuangan. Desa yang selanjutnya 
disingkat PPK.D adalah Perangkat Desa yang melaksanakan 
pengelolaan keuangan Desa berdasarkan kepu.tusan kepala 
Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD. 

22. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan 
sebagai unsur Pimpinan Sekretariat Desa yang menjalankan 
tugas sebagai ko ordinator PPKD. 

23. Rekening Kas Desa adalah Rekening tempat menyimpan uang 
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerirnaan 
Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 
Desa dalam l (satu) rekening giro pada Bank yang ditetapkan. 

24. Dana Cadangan adalah Dana yang disisihkan gu:na mendanai 
kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat 
dipenuhi dalam satu tahun anggaran, 

25. Surplus Anggaran Desa adalah Selisih lebih antara 
pendapatan Desa dengan belanja Desa. 

26. Defisit Anggaran Desa adalah Selisih kurang antara 
pendapatan Desa dengan belanja Desa, 

27 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanJutnya disebut 
SiLPA adalah Selisih lebih realiaasi penerimaan dan 
pengeluaran anggaran selarna satu periode angga:ran. 
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Perencanaan Pembangunan Desa merupa.kan bagian continuity 
(kesinambungan) integral (kesinambungan) dan holistic (menyeluruh] dari 

Sistem Perencanaan Pernbangunan Daerah yang mengindikasikan arah 
kebijakan Pemerintah Pusat yang perlu diiabarkan lebih rinci dalam arah 

kebijakan dan program di daerah sekaligus memperkuat kesinambungan 
dengan kebutuhan pengembangan masyarakat di tingkat Iokal/Desa, 

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan 
peraturan lainnya yang terkait dengan Peraturan Perencanaan Pembangunan 

Daerah dan Perencanaan Pembangunan Desa rnensyaratkan adanya 
sinkronisasi antara Perencanaan Pembangunan Daerah dan Desa, Sumber .. 

surnber keuan.gan Desa yang dicatat sebagai sumber penerimaan Desa da1am 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa] dibelanjakan untuk 

pelaksanaan kewenangan lokal berskala Desa yang meliputi urusan 

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Desa, Kernasyarakatan dan 

Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan dalam rangka pembangunan urusan 

Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Desa Pasal 43. ayat 1 Peraturan 

Men teri Dalam Negeri Nomor 114 ten tang Pedoman Pembangunan Desa 
rnenyatakan bahwa "Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan 

kegiatan pembangunan Desa dan pernbangunan kawasan perDesaan kepada 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, danj atau Pemerintah Daerah 

Ka bu pa.ten/ Kota" .. 
Kegiatan Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangumm Kabupaten/Kota Dalarn 

Rangka Pen.yusunan Dokumen RPJM Desa dila.kukan untuk mengintegrasikan 

program dan kegiatan pernbangunan Kabupaten/Kota. dengan pembangunan 

Desa, yang melipnti: 
a .. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota; b. rencana 

atrategis satuan kerja perangkat daerah; c. rencana umum tata ruang wilayah 
kabupaterr/kota; d .. rencana rinci tata ruang wilayah kabuparerr/kota, clan 

e .. rencana pembangunan kawasan perDesaa.n. 

BAB I 

SINKRONISASI: PEMBANGUNAN DAERAH DAN D·ESA 

A.. PENYELARASAN 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAROLANGUN 
NOMOR TAHUN 2021 

TANGGAL 2021 
TENTANG 
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DESA TAHUN ANGGARAN 2021 
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- ·m ·~ ~i.1t:1:n n ~un.m K.,1. u1 1h:·n I Kl t .• 1 ~ ,,m.~ -1 un m \ u·, I-~ 

f\ \nt t, n k-\·i ,1.m t ml mR unn l, l u1 ,trn/k, t,. 
1 \C"Uindi ti 1',ng p<·ny ,tru:.:·: n., m l .. mcmn 1h m l l N tL 

mbangum 1 . · 8-:l ! i: mt iu .• 1-:_m k ·m!l~Y. \ - tk \I In r ~ t. l m f u,t. 1 l w, m n 

n ras~ skat > -&l.~ 

H sil m. pcmilaben, inuu ,),k•m h,l uu f ,rn1·1t ti ltn rrn, um. 
program k p.:lhln pt"'mb m~un m ) .,n~_ nk m tu .. rsuk k - l ,~s l. 1•ru ~ un 

n ritac s tJ.,.~UM!Jl Ineruh K \bu~ ·l'I n s irule n~un t ~hnn ,, l I 1 -~.o ' 
L Pening] M n ku nti s d m kU.:llit. s infrnetruktur jnhn: 

reepa - n pem mgunan inf astrukrur listt ik: 

Peningk itan ku liras dnn ket rsed i m1 jariugan iri~. isi nn nir bcrsih: 
·4. K tersediaan infrnstrukturpendidik~ 1~ k sehat m. x-rumahan d m hinnJ 1; 

5. Peningk .tan ku Ii - s pendidikan d n kes h rtan sertn kunlitas ten 1,gn k 1jo; 

6. Pengu tan nil i-nilai Bl!.AR1A dan bud :t.~ lt dt Inru pern .. n~mm· 
7. Penin katkan perekonomian d rah: 

. Percep tan Pembangunan Desa d n K lurahan (P2DK); 

9. Peningkatan ketahanan pangan m syarak . t dun daernh · 
10. Peningkatan kualitas dan kelesrarian sumberdav air d n lah m ~ 
11. Peningkatan kelestarian lingkungan hidup: 
12. Peningkatan ta ta pemerin t:ahan 'Bng baik: 

13-. Peningkatan jaminan kepastian dan perlind ungan hukum; 
14. Peningkatan kesetaraan gender; 

15~ Peningkatan Pelayanan Publik. 
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BABU 

PRJJIS,IP PEN'YUSUlfAR Alf·OOARAII P·ENDAPATA!f 

DAN BELAN'JA DE8A 
APB Desa adalah instrument pen ting yang sangat mencn tukan dalarn rangka 
perwujudan tata pemerintahan yang balk (good governance) di tin kat De a, T.; tn 
pemerintahan yang baik diantaranya diuk:ur dari proses penyusunan don 
pertanggungjawaban APB Desa. Penyusunan APB De a tahun ang aran 2021 haru 
didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1. APB Desa disusun dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan De 

berdasarkan urusan dan kewenangan Desa; 
2. APB Desa harus disusun secara tepat waktu sesuai tahapan dan jadwaJ yang 

telah ditentukan; 

3. Penyusunan APB Desa dilakukan secara transparan, dengan tujuan untuk 

memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses inforrnasi yang 
seluas-luasnya ten tang APB Desa: 

4. Penyusunan APB Desa hams melibatkan partisipasi masyarakat; 

5. Pelaksanaan APB Desa harus tertib dan disiplin anggaran, semua dokumen 

dikerjakan dengan tertib dan belanja tidak melebihi pagu anggaran; 
6~ APB Desa harus memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; 

7. Substansi APB Desa dilarang bertentangan dengan kepen tingan umum dan 
peraturan pcrundang-undangan yang lebih tinggi, 
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Dalam proses penganggaran pendapatan Desa yang b rsumber dari 

PADesa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1) Kondisi perekonomian yang terjadl pada tahun-tahun sebelumnya, 

perkiraan pertumbuhan ekonorni pada tahun 202 I dan realisasi 

penerirnaan PADesa tahun sebelurnnya, erta ket · ntuan p raturan 
perundang-undangan terkait khususnya dalam pelaksanaan clan 
penentuan harga sewa tanah kas Desa. 

2) Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PADesa pada umurnnya, 
agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat 

3) Penerimaan Desa dari sewa tanah kas Desa, agar mencantumkan 
luasan .• lokasi dan perkiraan nilai hargajual secara keseluruhan .. 

) nn.~ diun • rknn dnlnm APll Dr.-_ tnhuu utlflJJ. run 2021 
m liputi s emuu - ~n-, imr un unnu m I rlui rek nlui: k. 1 !:', f .• rtu r kr.ninn i:i.ro) 

atas n am m .rintah · n , m.R m rup knn h rk I e · 1. dul rm J ( utu] tahur 
an - ran dnn memillki i t"d irann - m~ t .rukur, rnsionul, , erta k pu ht n du._i, 
hukurn p en rimaann rn. 

ndapaten Asli Desa (PAD sa], t rdiri dnr]: 
i~ Hasil U saha De 'H 

Hasil usaha De a antnrn l in b gi hnsil adan Us ih Milik D- sa 

(BUMDem-i dan BUMOesa bcrsarna], rnerupnkan bagi hasil dari usah 

BUMDesa yan menjadi hak De. a. 

ii. Hasil Aset [Tanah kas Desa, pasar D sa, tarnbatan perahu, b ngunan 

Desa, jaringan irigasi, pernandian umurn, p lelanzan hasil pertanian, 
sumber meta air milik Desa dan lain-lain yang di kelola oleh Dcsa]. 

iii. S raday , partisipasi dan gotong royong yakni penerima n yang berasal 
dari sumbangan masyarakat Desa. 

iv, Pendapatan asli Desa lain yang antara lain berupa hasil pungutan Desa. 

K bij_,.k m ynn ~·. pt 1. lu m.rnj idi I rluu m11 11t•rnt I Intuh l l,t u dnhmt I c• m u nm 

nyusunnn .t\P · : .. s l T 1htu An ur in '-lo·~ 1 ulul rh h l hnl y,m . ec,·k dl ,h.u1~.1 n 

P ndnp lh n, Hul.-hnl mJ. prrlu men] _di fl -rluulnn 
ts rsebut .ldnhd s ·b ·~ai "rikut : 
l. Penda.p n De:_ 

. __ N APAT N 

_ Ill 
D'IJ.AKAN _, 'UNA'N AN OA 

DAN -- LA.NJ.A ' _ _ , 
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b. Pendapatan Transfer 
Pendapatan transfer merupakan penerimaan yang berasal dari pemerintah 
baik Pemerintah Pusat (Dana Desa], Provinsi [Bantuan Keuangan Provinsi] 

maupun Kabupaten (.ADD, P2D) melalui transfer ke rekening kas Desa. 

1) Dana Desa 
Dana Desa merupakan penerimaan. yang bersumber dari Anggamn 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)· yang rincian besaran dan 

petunjuk teknis penggunaannya diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati 

Sarolangun. 
Dana Desa yang telah disalurkan melalui RKUD ke rekening kas Desa 
di,gunakan untuk rnembiayai pembangunan Desa dan pemberdayaan 

masyarakat Desa. 
Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021 harus berdasarkan 

Peraturan Bupati Sarclangun dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020. 

2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retru.busi Daerah Kabupaten 

3) Alokasi Dana Desa (ADD), 
ADD berasal dari APBD Kabupaten Sarolangun yang bersumber dari dana 

Parimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang rincian besaran dan 
petunjuk teknis penggunaannya diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati 

SaroJangun. 

4) Swadaya rnasyarakat yang berupa uang dimasukkan kedalam rekening 

kas Desa dan di catat sebagai pendapatan asli Desa. Yang dimaksud 
swadaya masyarakat adalah kegiatan/pembangunan untuk 

kepentingan masyarakat yang berdasarkan kemampuan masyarakat 
secara keseluruhan. 

5.) Partisipasi masyarakat yang berupa uang dan dilaksanakan melalui 
rekening kas Desa dicatat sebagai pendapatan asli Desa, Yang 

dimaksud partisipasi masyarakat adalah kegiatan/ pembangunan 
untuk kepentingan masyarakat yang sebagai biayanya berasal dari 

masyarakat. 

6) Penetapan besaran tarif dalam peraturan Desa tentang pungutan 

seperti pasar Desa, bangunan Desa, obyek rekreasi/wisata Desa, 
pemandian umum Desa, hutan Desa, tempat pemancingan milik Desa. 

dan kekayaan Desa lainnya serta peraturan Desa tentang pendapatan 
Desa lainnya agar disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan, 

serta memperhatikan ekonomi dan kemampuan masyarakat. 

7) Pemerintah Desa agar secra konsisten tidak melaksanakan pungutan 
yang melanggar ketentuan perundan.g-undangan. 
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ant an keu ngan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi 
don D: erah Kabupaten dapat bcrsifat umum dan khusus. Bantuan 
k uan." an yang b ·rsifnt khusus dikelola dalam APB Desa tetapi tidak 

ditcrnpkan d l un ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh 

per seratue) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus]. 

c. Pendapatan Lain, terdiri dari : 

1. Penerimaan dari hasil kerja sama Desa, 

ii. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa, 

iii. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Penganggaran 

pendapatan Desa yang berasal dari penerimaan hibah dan sumbangan 
yang bersumber piha.k ketiga, baik badan, lembaga, organisasi swasta 

dalarn negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan 

yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran dan 

pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah dianggarkan 

dalarn APB Desa setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud. 
Kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga 

didasarkan pada perjanjian hibah antar pihak ketiga selaku pemberi 

dengan Kepala Desa selaku penerima, 
Dalam hal penerimaan hibah diperoleh setelah adanya penetapan 

Peraturan Desa tentang APB Desa, maka penganggaran hibah pada APB 

Desa dilakukan pada saat Perubahan APB Desa. 

iv. Koreksi kesalahan belanja t.ahun anggaran sebelumnya yang 

rnengakibatkan penerirnaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan. 

v. Bunga bank. 
vi. Pendapatnn lain Desa yang sah [antara lain berupa bunga dari pemberian 

pinjaman/ Pokmas, Hadiah Iornba, Bagi hasi UPK eks PNPM). 

4) nnnnun l(<:tUmj1.tm1 dnri AJ~Dn Provirn i 
M -rupnknn pt.ndnpuinn bngi esn yang berasal dari bantuan keuangan 

APB Provin. i Jnmbi yang di tur tersendiri dalam Peraturan Gubernur 

\cJ -rnbi Inn Peruturnn upat] larolnngun. 

Iluntunr Kenon run dnri APB_ · Kah ipaten 

f nntuun I< unnR,, n dnri AI· D Kab ipaten Sarolangun berupa program 

P r eputnn P imbnn unnn Desa (P2D) yang rincian besaran clan petunjuk 

I eknis p nggunnnnnya dintur tcrs ndiri dalam Peraturan Bupati 

arolr ngun. 



Dipindai dengan CamScanner 

J luJ-hnJ yonR perlu diperhaUkan dalam penganggaran belanja Desa tahun anggaran 
2021 adalnh H bags i berikut : 

a. Belan] · Desa diprioritaskan untuk rnernenuhi kebutuhan pembangunan yang 

di .. epakati dalam musyawarah Desa clan sesuai dengan prioritaa 
p mb ngunan Pemerintah Kabupaten Sarolangun. 

b, Belenj · De a yang bersumber dari ban tuan keuangan yang bersifat k.husus 

baik dari APBD Provinsi Jam bi dan APBD Kabupa ten Sarolangun tidak 
diterapkan dalarn ketentuan penggunaan paling sedikit 70<'.lfo (tujuh puluh per 
s ratu ) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus), 

c, Penyusun . n Rencana Anggaran Belanja (RAB) tidak diperbolehkan 
bertcntangan atau rnelebihi dengan standarisasi yang telah diatur balk 
melalui Peraturan Bupati Barolangun maupun Keputusan Bupati Sarolangun. 

d. Dalam merencanakan alokasl belanja untuk setiap kegiatan harus dilakukan 
analisl - k wajaren biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari 
, uatu ke Iatan, Untuk menghindari pemborosan maka program dan kegiatan 
ynn akan dlrencanakan harus didasarkan pada kebutuhan riil. Analisis 
kewoj ran bLya ter- ·but dilak anakan melalui verifikasi RAB oleh Sekretaris 
o- 

e r u n.tuk kegi - n pembangunan yang her: ifat f'isik,. propor . i belanja modal 

huru I bih b ~ _:r daripoda. bclanja barang dan jasa. 

n lm ,10 u II rn .J q,ul un p I rklruon rnnk imnl fU:.fJ.~t;..l_ arnn dari r km inf( ka 
t)r,, 11 'V· ,UH mrn1pulom lcr.w1tjlhun D ,, n duhun 1 ,( ~ u] tahun an~·u"m y .ng 

t dnlc, nJ nu di r.t mu i<r.-m.hs H oleh D,,,.,. 
I lnlut~u De 11, yunH d .tr.·lupknt~ d, I, rn APH De 1 diJ~unaksm Ierrgan kc ntuen : 
u ! l'nHu,.i rdil< I 'lO'X ( uJuh p luh perncrutu ) dari jtrrnlah tJnf)'Jlran lanja 

_ cuu diM1muknu unluk rn ndnru i penyclcnggaraan Pemerintahan esa, 
pdnk,iotwr n pernbnngunun l - m, · mbirn an kemasyarakatan D sa, dan 
pemherduynun mu yuruknt Dena. 

h. 1'.ulinR br nynk 30'M1 ,(tfgu puluh p • ratun] clan jumlah an r.garan belanja 
l) · u di"'unnJmn untuk : 
1. Pen hn ilnn tetap dan unjan zan kcpala Desa, ekretari D rsa, dan 

p rnngknt 1 -::,a lainnya P ngha mm tetap dan tunjangan kepala Desa clan 

pcrnngkat I c a lainnya, 
2. op- n ional Pcmerintah De a 

3. Tunjangan dun operasional Sadan Permusyawaratan Desa 
4. In entif rukun tctangga. 
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r. Klnsifikn i belanjn D sn ( · sua: d .n nn k cbutuhun lk. 11 y. •nJ~ l ·rtuang dalum 

RKP Desa], I rdlri 1t;u1 :: 

1. Bidang p ny lcn . nrann p m rintnhnn Dc:mt cl Con,1 n uh b11df nJ'4 : 
a, p ny .. lenggnrunn h hmjn pc. n hn silu n tetu p, I unjnngnn dun opera: ionu I 

p em - rintahnn D 
b. saranu dnn prasn nu p ,, , rin ln hnn D - n 

c. admlnistrnsi k penduduknn, penca tan sipil, statiatik, dnn k "· r ip n 

d. lata praja pern rintahan, P rcncana n, keuang · n. dan p Iaporan 
e. p rtr riahan. 

2. Bidan pelaksanaan pembangune n Desa, den. an sub bid ng ·: 
a. pendidikan 

b. keseha tan 

c. pekerjaan urnum dan penataan ruang 

d, kawasan permukiman 
e. kehutanan dan lingkungan hidup 

f. perhubungan, komunikasi clan infonnatika 

g. energi dan sumber daya mineral 
h. pariwisata. 

3. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, dengan sub bi dang : 

a. ketentraman, ketertiban, clan pelindungan masyarakat 
b. kebudayaan dan kegarnaan 

c. kepe:mudaan clan olah raga 
d. kelembagaan masyarakat. 

4. Bidang pernberdayaan masyarakat Desa, dengan sub bidang : 
a ... kelautan dan perikanan 

b. pertanian dan peternakan 
c. peningkatan kapasitas aparatur Desa 

d. pernberdayaan perernpuan, perlindungan anak dan keluarga 
e. koperasi, usaha mikro kecil dan rnenengah 

f. dukungan penanaman modal 
g. perdagangan dan perindustrian, 

5. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan menDesak Desa, 
dengan sub bidang : 
a. penanggulangan bencana 
b. keadaan darurat 
c, keadaan menDesak di Desa, 
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3. Pe,mhiayaan Desa 
Pembiayaan Desa merupakan sernua penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 
yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya 
a. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok · 

a. Penerimaan pembiayaan, terdiri dari: 
1. SiLPA t.ahun sebelumnya (paling sedikit meliputi pelampauan 

penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan 
sisa dana kegiatan yang belum selesai atau Ianjutan) 

2. pencairan dana cadangan (digunakan untuk menganggarkan 
kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam 
penerimaan pembiayaan dalam APB Desa] 

3. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan 
bangunan [dicatat dalam penerimaan pembiayaan basil penjualan 
kekayaan Desa yang dipisahkan) 

b. Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari : 
1. Pembentukan dana cadangan [dilakukan untuk mendanai kegiatan 

yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibe bankan dalam 1 
(satu) tahun anggaran). 
Pernbentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa, yang 
paling sedikit memuat : 
a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan 
b, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan 
c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus 

dianggarkan 
d. surnber dana cadangan 
e. tahun anggaran pelaksanaan dana cedangan 
Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas 
penerimaan Desa, kecuali dari penerirnaan yang penggunaannya telah 
di ten tukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang 
undangan. 
Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa 
jabatan kepala Desa. 

2. Penyertaan modal (digunakan untuk menganggarkan kekayaan 
pemerintah Desa yang dilnvestaslkan dalam BUM Desa unruk 
meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat) 

Kegiatan sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap 

darurat akibat terjadinya bencana alam clan bencana eosial. 
Kegiatan sub bidang keadaan darurat rnerupakan upaya penanggulangan 

keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/ atau terancamnye 
penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga 
yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat. 
Kegiatan sub bidang keadaan menDesak merupakan upaya pemenuhan 
kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat rniskin yang 
mengalami kedaruratan, 
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.. 

Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang 
dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa. 
Penyertaan. modal dalam bentuk tanah kas Desa dan. bangunan ti.dak 
dapat dijual. 
Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, 
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1. APB Desa 
Pen rusunen APB Desa Tahun Anggaran 2021, haru - rn mperhatikan hal-hal 

se bagai beriku t : 

a. Sekretari Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB D a 
berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedornan penyusunan APB 

Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati ini, 
b. Rancangan APB Desa ) ang telah disusun. m rupakan bahan penyusunan 

rancangan Peraturan D sa tentang APB D, 

c. Sekretaris Desa menyampaikan Ran ngan Peraturan Desa tentang APB 

De a k pada ' epala Desa, 

d. Rancangan Peraturan D sa tentang APB Desa disarnpaikan Kepala Desa 

kepada BPD untuk dibahas dan di epakati ber arna dalam rnusyawarah 

.BPD. 

e. R ncangan Peraturan De a tentang APB De a tersebut disepakati bersama 

ant Kepala De dan BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. 

f. Dalarn hal BPD tidak men epakati rancangan Peraturan Desa tentang APB 

De yang disarnpaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat 

rnelakukan kegiatan ) ang berkenaan dengan pengeluaran operasional 

p ny Jenggaraan pemerin tahan. Desa dengan menggunakan pagu tah un 

sebelumny . 

Kep a De a rnenetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan 

kegiatan sebagaimana dimaksud pada h.u.ruf [f]. 

h.. At dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD sebagaimana 

dima.ksud dalarn huruf ( ), Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan 
Kepala Desa rnengenai penjabaran APB Desa. 

1. kr taris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan 
Kepala Desa sebagaimana dirnaksud pada huruf (h) .. 

J. Rancangan Peraruran Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dal m 

huruf (i) disarnpaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling 
lambs t 3 (tiga) hari sejak di epakati untuk dievaluasi. 

k. Bupati melalui Camat dalam melakukan evaluasi berpedornan dengan 

panduan E, uasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sesuai 
format dalam Peraturan Bupau ini. 

l. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa k pada Carnat 

dilengkapi dengan dokumen berupa : 

BAB JV 
TEKNIS PENYUSUNAN AN·GGARAN P'ENDAPATAK 

DAN B;EL.ANJA DESA 
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1. surat pengantar 
2. rancangan peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa 

3. peraturan Desa mengenai RKP Desa 

4 peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan 
kewenangan lokal berskala Desa 

5. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, j ilea tersedia 
6. peraturan Desa mengenai penyertaan modal. jika tersedia 

7. berita acara hasil musyawarah BPD 
m Bupati rnelalui Camat dapat mengundang kepala Desa dan/atau aparat Desa 

terkait dalam pelaksanaan evaluasi APB Desa, 
n. Hasil evaluasi sebagaimana dlmaksud pada hu.ruf (ml dituangkan dalam 

Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (d ua 
puluh) hari kerj.a terhitung sejak diterirnanya rancangan dimaksud. 

06 Dalarn hal Bupati melalui Carnat tidak memberikan hasil evaluasi dalam 

batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (n), rancangan peraturan 

Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya. 
p, Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud paella huruf (o) telah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 
kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan 

menjadi Peraturan Desa. 
q.. Dal.am hal basil evaluasi sebagaimana dimak.sud. pada huruf (p) tidak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 
kepenti.ngan umum, dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan 

penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak 

diterimanya basil evaluasi. 
r, Apabila basil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf (q) tidak 

ditindaklanju:ti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap rnenetapkan 

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peratu:ran Desa clan 

Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa manjadi 
Peraturan Kepala Desa, Bupati melalui Camat membatalkan peraturan 
dimaksud dengan Keputusan. Camat. 

s. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan 
Kepala Desa paling lama 7 [tujuh] hari kerja setelah pembatalan 
sebagaimana dimaksud pada huruf (r) dan selanjutnya Kepala Desa bersama 

BPD mencabut Peraturan Desa den Peraturan Kepala Desa dimaksud. 
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2. Pentbahan. APB Desa 
Untuk rnelakukan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2021, harus 

memperhatikan hal-hal se bagai berikut : 
a. Pemerintah Desa dapat melalrukan perubahan APB Desa apabila 

terjadi : 
1. Penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada 

tahun anggaran berjalan 
2. Sisa penghematan belanja den sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun 

berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan 
3. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, 

antar sub bidang,. antar kegiatan, dan antar jenis belanja 
4. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus 

digunakan dalam tahun anggaran berjalan 
b, Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalarn l (satu) 

Tahun Anggaran. 
c. Perubahan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenw 

perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa, 

t Dalam hal pernbatalan sebagaimana dimaksud pada huruf (s) Kepala Desa 
hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operaslonal penyelenggaraan 
pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelurnnya sampai 
penyernpurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan 
dan mendapat persetujuan Bupati melalul Ca.mat. 

u. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi 
ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa. 

v. Peraturan Desa tentang APB Desa sebagairnana dimaksud pada huruf [u] 
ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. 

w. Kepala Desa rnenetapkan Rancangan Per:aturan Kepala Desa tentang 
penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa 

tentang APB Desa. 

x Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan 

Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati melalui 

Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan. 
y .. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada 

masyarakat melalui media informasi, 

z. Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf (y) paling sedikit memuat : 
1. AP:B Desa (Rincian Pendapatan, Belanja dan Kegiatan) 
2. Pela.ksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan 
3. Alamat pengaduan. 
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Penvelenzgaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontinzen 

[Dukungan Pelaksanaan den Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala 
Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadl wewenang Desa) 

Koordinasi / Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan 
Desa (Antar Desa/Kecama.tan/Kabupaten, Pihak Ketig .. a, dHl** I l '4 09 

I 

I 

1 4 10 

11 4 11 

1 4 08 Pengembangan S1stem lnformasi Desa 

Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
(laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan 

1 4 ' 07 keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat] 

Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen 
Reneana Pembangunan/Keuangan) 

Pengelolaan/Administrasi/lnventarisasi/Penilaian Aset Desa 

Penyusunan Dokumen Keuangan Dese i(APBDes/ APBDes Pernbahan/ LPJ ' 
APB.Des, dan seluruh dokumen terkait) 

Penyusunan Dokumen Perencana.an Desa (RPJMDes/ RKPDes,.dll) 

Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya [musdue, rembug warga, dll., 
yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa) 

Penyelengga.raan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes 
(Musdes,. Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) 

Sub Bidang Tata Praja Pemerintanan, Perencanaan, Keuangan dan 
Pelaporan 1 4 

I 4 01 

I 

11 4 02 

1 4 03 

1 4 04 

1 4 05 

l 4 06 

i lain-lain kegiatan sub bidang administraai kependudukan, pencatatan sipil, 
I 3 90-99 statistik dan kearsipan" 

Pemetaan dan Analisis Kemiski.nan Desa secara Partisipafif 

Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

Pengelolaan aaministrasi dan kearsipan pemerintahan Desa 1 ~ 03 

1 3 04 

1 3 05 

potensi Desa)** 

'Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Prom Desa (p:rofil kependudukan 
1} 3 I 02 dan 
I 

Pelayanan admlnlstrasi umum dan kependudukan (Surat 
1 3 01 Pengantar/Pelayanan KTP1 Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dU) 

. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan 
1 3 Kearsipan 

1 2 02 Pemehharaan Gedung/ Prasarana. Kantor Desa 

1 :2 03 Pembangunan/Rehabilitas1/Pemng]aitan Gedung/P:rasarana Kantor Desa .. 

: 1 , 2 
190-99 lain-lain kegiatan sub bidang saran a dan prasarana pemerintahan Desa" 

I I I - - -- - - 

I ;2 01 Penyediaan sarana (aset tetap] perkantoran/pemerintahan 

I 2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerin tahan Desa 
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Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, 
Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa] 

Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana 
Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa= 

Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan 
Sarana/Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD I 

, TK/TPA/TKA/TPQ / Madrasah N on-Formal Milik Desa** 

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah 
Non- Formal Milik Desa ** 

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ 
Sanggar Belajar Milik Desa ** 

Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat 

Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst) 

Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik 
Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) 

Sub Bidang Pendidikan 

Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi 
juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan 
pembinaan 

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan 
dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umurn, dan lain 
la.in. 

12 1 

2 1 01 
I 

2 l 02 

2 1 03 

2 I 04 
2 1 05 

2 1 06 

I 

I 

2 1 07 

2 l 08 

2 1 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang penclidikan* 

, 12 1 10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi 

2 I 09 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni clan Belajar 

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 

1 5 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan* 

2 

Penyuluhan Pertanahan 

Mediasi Konllik Pertanahan 

Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin 

,Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi 
Agenda Pertanahan] 

I 

dalam mengilruti Lomba Desa 

1 5 02 

1 5 03 
I 

1 5 04 
'1 5 I 05 

I. 5 U7 Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/ Pato.k Tanah Desa ** 

! 1 5 06 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

I 5 0 I Sertifikasi Tanah Kas Desa 

1 .5 1 

1 
Sub Bidang Pertanahan 

lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pernerintahan, perencanaan, 
1 4 90-99 keuangan dan pelaporan= 
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2 :2 Sub Bidang Kesehatan 

2 ~ 01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat ... 
obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan 
Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) 

2 2 02 , Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas lbu Hamil, Ke las 
Lansia, In sen tif Kader Posyandu) 

2 2 03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga 
Kesehatan, Kader Kesehatan, dU) 

2 2 04· Penyelenggaraan Deaa Siaga Kesehatan 

2 '2 05 Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa 
I 

2 2 06 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) I 

2 2 07 Pernbinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional 

2 2 08 Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polin des/ PKO 

2 ~ 09 Pembangunan/ RehabiHtasi/Penfogkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana 
Posyandu/Polindes/PKD ** 

:2 2 90-99 , lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan* 
I 

2 3 I Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

2 13 01 Pemeliharaan Jalan Des a 

2 3 02 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang 

2 3 03 Perneliharaan Jalan Usaha Tani 

2 3 04 I Perneliharaan Jembatan Milik Desa 

I Perneliharaan Prasarana Jalan Desa [Oorong-gorong, Selokan, Box/ Slab 
2 3 ! 05 Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain} 

2 3 06 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan 
I 

· Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik 
2 3 07 Desa/Petilasan Milik Desa 

2 3 08 Pemeliharaan Embung Milik Desa 

2 3 09 Perneliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa 

2 3 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa '** 

2 3 11 Pem bangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan J alan LingJrungan 
Pennukiman/Gang ** 

'2 a 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan .Jalan Usaha Tani** 

Pembangunan/Rehabllitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa 
2 3 13 ... .,, 

2 3 14 :Pembangtinan/Rebabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong- 

'l 
gorong, Selolcan, Box/ Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) *"' 

! 

2 0 15 Pembangunan/ Rehabilitasi7 Perungkatan Balai Desa/ Balai 
Kemasyarakatan** 

2 3 16 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Pernakaman Milik Desa/Situs 
Bersejarah Milik Desa/ Petilasan I 

I 

-- 

2 3 17 Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa ** 
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lain-lain kegiatan sub bidang perumalian rakyat dan kawasan pemukirnan" 

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak 
M ilik Desa "''* 

Pembangunan,' Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah 
[Drainase, Air Jim bah Rumah Tanggar" 

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah 
Desa/Pennukiman (Penampungan, Bank Sarnpah, dl1)'** 

Pemban.gunan/ Rehabilitas/ Peningkatan Fasilitas Jam ban Umum/MCK 
urnurn, dll ** 

i Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Pennukiman (Gomng 
gorong, Selokan, Pant; dll., diluar prasarana jalan] ** 

Pembangunan/ RehabHitasi/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah 
Tangga [pipanisasi, dll) ** 

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa 
(Mata Air /Tandon Penampungan Air Hujan/ Sumur Bor, dll)** 

Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumur Resapan ** 

Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa 

Pemeliharaan Sistem Pernbuangan Air Limbah (Drainase, Air lirnbah Rurnah 
Tangga) 

Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman 
I (Penampungan,. Bank Sampah, dll) 

Pemeliharaaii Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum, dll 

Perneliharaan Sanitasi Perrnukiman (G-orong-gorong, Se Lokan, Pruit, dll., 
diluar prasarana jalan) 

Perneliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga [pipanisasi, dU) 

Perneliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air /Tandon 
Penarnpungan Air Hujan/Sumur Bor, dU) 

Perneliharaan Sumur Resapan Milik Desa 

Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rurnah Tidak Layak 
, Huni 1(RTLH) GAKIN [pernetaan, validasi, dll] 

Sub Bidang Kawasan Permukiman 

lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum clan penataan ruang" 

Pernbangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas-Desa ** 

Pem bangunan /Reha btlitasi/ Peningkatan Embung Desa ** 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa 

:2 4 12 

2 14 13 

2 4 14 

2 4 15 

'2 4 16 

2 4 17 

;2 4 90-99 
I 

2 4 

2 ,4 I 01 

2 4 02 

2 4 03 

2 4 04 
I 

·2 4 OS 
2 4 : 06 

2 ;4 07 
! 

2 4 08 
2 4 09 
2 4 10 

2 4 11 

213 18 
12 3 19 

2 3 20 

2 3 90-99 

Pelatihan/ Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup 
.2 5 03 dan Kehutanan 

2 5 02 Pengelolaan Lingkiingan Hidup Desa 

2 5 01 Pengelolaan Hutan Milik Desa 

2 5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 
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Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk 
meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat / lernbaga 

; ke:masyarakatan Desa yang mendukung proses pembangunan Desa yang 
mencakup: 

BIDANG PEMBINAAN KEMA.SYARAKATAN DESA 

3 .1 90-99 _ _ . _ _ . lain-lain kegiatan sub bidanz Ketenteraman. Ketertiban Umum, dan 

Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum 
3 , 1 07 dan Pelindungan Masyarakat 

3 I 06 Bantuan. Hukum O ntuk Aparatur Desa dan Ma.syarakat Miskin 

3 l 05 , Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa 

3 1 04 Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 

Koordinasi Pembinaan Ketentrarnan, Ketertiban, dan Pelindungan 
Masyarakat (dengan masyarakat/ instansi pemerintah daerah, dU) Skala 

3 l 03 Lokal Desa] 

Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh 
3 1 02 Pemerintah Desa (Satlinmas Desa) 

3 i 1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat 

Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa [pernbangunan pos, 
3 1 O 1 ' pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dH) ** 

Pengeiiibangan Pariwisata Tingkat nesa 

2 8 90-99 lain -lain kegiatan sub bidang pariwisata * 

Penibangunan/Reha.bilitasi/Peningkatan Saran.a dan Prasarana Pariwisata 
Mililt Desa 

.Pemeliharaari Sarana dan Prasarana Panwisata Milik Desa 
I 

2 8 01 

2 8 02 

218 03 

2 .8 Sub Bidang Pariwisata 

••'I; r,, 'I - • ii.II 1r ,1 '11 • - 

2 7 90-99 i lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya. Mineral= 
. I 

2 7 ' 02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan. Sarana danPrasarana Energi 
Altematif tingkat Desa ** - 

,.""- ·- - ... 
I...C.. , VJ. I" 

2 7 , Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 

Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/lnstalasi Komunikasi dan Informasi 
Lokal Desa 03 

'2 6 . 90-99- lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika" 

2 6 

Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal: Pernbuatan Poster/BaJiho 
Infonnasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga; dll) 02 

Pernbuatan Rambu-rambu di Jalan Desa 01 

2 6 Sub Bidang Perhu bungan, Komunikasi, dan lnformatika 

2 6 

:2 ·5 90-99 lain-Iain kegiatan su - bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup* 
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PembanRW1an/ Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan Darat 

Perneliharaan Pelabuhan Perikanan Sungru/Kectl Milik Dese. 
Pemeliharaan Karamba/Kolam Pcrikanan Darat Milik Desa 

Sub Bidang Kelautan dan Perikanan :4 1 

4 1 01 

4 1 02 

4 l 03 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan 
yang diarahkan untuk meningkatkan pernahaman, kapaeitas rnasyarakat 
dalam rneningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang rnencakup: 

BIDANO PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 4 

3 4 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Kelernbagaan -Masyarakat* 

3 ~ ' 04 Pelatihan Pernbinaan Lembaga Kemasyarakatan 

03 Pembinaan PKK 3 ,4 

02 Pembina.an-LKMD/LPM/LPMD 
I - 

01 Pembinaan Lembaga Adat 3 4 

3 4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 

3 3 90·99 lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga* 

3 3 06 , Pembinaan Karang Tanma/Klub Kepemu aan/Klub Olah raga 

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana 
05 Kepemudaan dan Olah Raga MiJik Desa= 

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik 
04 Desa*'* 3 3 

03 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepernudaan dan Olahraga tingkat Desa 3, B 

Penyelenggaraan pelatihan kepernudaan (Kepemudaan, Penyadaraan 
02 Wawasan Kebangsaan, dll] tingkat Desa 3 3 

Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai W akil Desa di 
01 tingkat Kecamatan clan Kabupaten/Kota 3 3 

3 13 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 

3 2 90-99 Iain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan" 

: Kebudayaan/Rumah Adat/Keaga:m. an Milik Desa ** 
Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Perneliharaan Sarana dan Prasarana K -budayaa:n/Rumah Adat/Kcagamaan 
Milik Desa ** 

P nyelenggaraan Festival K senian, Adnt/K buday on, dan Kcag maan 
[pernyaan hari kernerd kann, hnri besar k agarnaan, dll) tingkat Desa 

,Pengirimnn Kontingcn ,roup Kes nian dan K budayaan sebagai Wakil Desa 
di tingknt Kccamatan dun Kabupaten/Kota 

Pem inaan Group Kesenian don K ~buda.ynon Tingkat Deaa 

:Sub Bidnng K budayaan don K -agnmou. 

-, I 
3 2 

3 2 Ul 
I 

I 

3 2 02 

3 2 03 

3 2 04 

3 2 05 
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Milik Desa** 

1 04 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan 
4 Sungai/Kecil Milik Desa=" 

4 J 05 Bantuan Perikanan (Bi bit/ Pakan/ dst) 

Pelatihan/Bimtek/ Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan 
4 1 06 Darat/Nelayan ** 

I 

4 I 90-99 lain-lain kegiatan sub bi· ang kelautan dan perikanan* 

I 

4 2 Sub Bidang Pertanian dan Petemakan 
I 

Peningkatan Produksi Tanaman. Pangan (Alat Produksi dan pengolahan 
4 2 01 · pertanian, penggilingan Padi / jagung, dll) 

I Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan 
14 2 02 petemakan, kandang, dll) I 

4 2 03 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) 
I . 

4 2 04 Pemeliharan Saluran lrigasi Tersier J Sederbana 

4 
Pelatihan/Bimtek/ Pengenalan Tekonologj Tepat Guna untuk 

2 05 Pertanian/Petemakan * 

4 2 90-99 Iain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan* 

4 ;3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 
I 

4 3 01 Peningkatan kapasitas kepala Desa 

4 3 02 Peningkatan kapasitas perangkat Desa 
I 

I 

4 3 03 Peningkatan kapasitas BPD 

4 3 90-9·9 lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa 

4 4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 

4 4 01 1Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 
I 

! 

4 4 02 Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak 

4 :4 03 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas] 

lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
4 4 90-99 Anak* 

.. 

i 

4 5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Keen dan Menengah (UMKM) 
I 

4 5, 01 Pelatihan Manajemen Pengelolaan. Koperasi · KUO/ UMKM 
I 

02 
Pengernbangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil clan Men.engah serta 

4 5 Koperasi 

Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi PeOesaan 
4 5 03 Non- Pertanian 

4 5 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menen.gah* 

41~ Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 
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* = (P:enambahan Kegiatan ditetapkan oleh Kabupaten/Kota) 

. Keadaan MenDesak 

Sub Bidang Keadaan MenDesak. 

Keadaan Darurat 

Sub Bidang Keadaan Darurat 

Penanggulangan Bencana 

Sub Bidang Penanggulangan Bencana 5 1 

5 I 00 
15 2 

1;5 12 uo 
15 13: 

5 '3 00 

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANAJ KEADAAN DARURAT DAN 
MENDESAK Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan 
MenDesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, 
keadaan darurat dan menDesak: 

5 

4 :7 i 90 .. 99 ~ain ... Jain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian" 
' I 
I 

Pe·mbentukan/FasiHtasi/Pelatihan/Pendampin an kelompok us ha 
ekonorni produktif [pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll] ti·• 

Pengembangan lndustn kecil level Desa 

Pemba:nguna.n/Rehab1hta 1/.Penmg.ka.tan -Pasar D sa/Kms rnilik Desa ... 

'Pemeliharaan Pasar Desn/Kios rnihk Desa 

Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 4 7 

4 17 I 01 

4 7 I 02 
4 7 03 

4 7 04 

4 6 01 Pembentukan BUM Desa (Per-iapan dan Pernbentuknn Awut BUM Desn)1 

lnrtr--1~~~=""'1--,.,,.......----:~--":"""'l' .................... ~~==----'T.:::""~~--------rr1-r----r---~~~""""""-11 14 
16 02 Pelab .an P·engelolaan BUM. Desa (PelaUtian yang dUaksunaknn oleh De 1)1 

4 6 90-99 lam-lain kegiatan sub bidang Penanam n Modal" 
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3 dan seterusnya; 

2 ; 

1 ; Mengingat 

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai 
wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan 
secara terbuka dan. bertanggung jawab untuk sebesar .. , 
besarnya kemakmuran masyarakat Desa· 

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran termuat dalam Peraturan Desa tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 
. . . . yang disusun sesuai dengan kebutuhan 
penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip 
kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, 
berwawasan lingkungan, dan ke:mandirian sehingga 
menciptakan landasan kuat dalam rnelaksanakann 
pernerintahan dan pembangunan menuju 
rnasyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
Tahun Anggaran .... ; 

KEPALA DESA (Nama Desa], 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
TAHUN ANGGARAN .... 

NO MOR .... TAHUN ... 

PERATURAN DESA .... (Nama Desa] 

KEPALA DESA ..... (Nama Desa) 

KABUPATEN (Nama Kabupaten] 

e. Format Rancanga:n Peraturan Deaa tentang APB De.aa 
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Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional 
pelaksanaan APBDesa .. 

Pasal 4 

Lamp:iran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mernuat: 

a. APB Desa; 

b. daftar penyertaan modal, jika tersedia; 

c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan 

d. daftar kegiatan yang belum dilakaanakan di tahun anggaran sebelumnya, 
jika ada, 

Uraian lebih Ianjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini: 

Pasal 3 

Pasal 2 

Rp . Selisih Pembiayaan ( a - b ) 

R:p. """ ...•.......... ···--·~· .. 

Rp. ························ 

3. Pembiayaan Desa 

a. Penerimaan Pembiayaan 
b. Pengeluaran Pembiayaan 

R_p .•.....•••....•...••.....•..•... 

RP··············--··········· 

1. Pendapatan Desa 
:2. Belanja Desa 

Surplus/ Defisit 

Pasal l 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan 
perincian sebagai berikut: 

MEMUTUSKAN ;· 

Menetapkan : PERATURAN DESA T'ENTANG ANGGARAN PENDAPATAN D,AN 
HELANJA DESA TAHUN ANG GARAN •.... 

KEPALA DESA ... [Narna Desa] 

dan 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa] 

Dengan Kesepakatan Bersama 

R.p ••.•.••••••••••••........•• 
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NAMA 

LEMBARAN DESA ... [Narna Desa] TAHUN ... NO MOR ... 

tanda tangan 

pad a tan.ggal ... 

S.EKRETARIS DESA ... (Nama Desa], 

Di undangkan di ... 

NAMA 

tanda tangan 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar etiap orang dap t mengetahui, mernerintahkan pengundangan 
Peraturan Des ini dalarn Lembaran Desa (Nama Desa}, 

Ditetapkan di . 
pad a tanggal , 
KEPALA. DESA [Nama Desa] 

Pasal 7 

a ng b I.um di taks kc n tah u n se belurnnya dan 
iLPA uk n dilaks · nakan dalam tahun berjalan, 

K pala De a dap t mend hului perubahan APB Desa dengan rnelakukan 
p rubahan P r turan Kepala Des tentang Penjabaran APB Desa dan 
rnernberitahukann ke pada BPD. 

bkan 1 aru dilakukan p rges ran antar objek 

Desa pada t u p n ur n an de J m pendapa a. 
D_1l rm h tit rj di: 

P al 

, m ·m nuhi kriteria: 
s perncrintah De 

l ·· ) 

I l) 

ti l 
P1.: ,I ... 

uu-l I k~. m 11 111 

JI. 

k 
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ANGGARAN KODE SUMBER 
REKENINO URAJAN DANA 

Rp .. 
I 

1 2 3 4 5 

a b c a ! b 

4 PENDAPATAN 
I 

! I 
I 

4 1 'PADesa I 

4 2 Transfer 
! 

4 3 Pendapatan lain lain 
I 

JUMLAH PENDAPATAN 

I 

5 BELANJA 
Penyelenggaraan Pemerintahan 

1 I Desa 

1 ! 1 Penyelenggaraan Belanja I 

Penghasilan Tetap, Tunjangan I 

dan Operasional Pemerintahan I 

' Desa 

I 

l 1 01 Penyediaan Penghasilan Tetap 
dan Tunjangan Kepala Desa 

1 1 01 5 1 Belanja Pegawai I 

I 

1 3 Administrasi Kependudukan, 
Pencatatan Sipil, Statistik dan 

I 

Kearsipan 

Contoh : 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
PEMERINTAH DESA . 
TAHUN ANGGARAN . 

TENTA.O 
ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN 
BELANJA. DE-SA 

d. Format Lampi.ran Rancupn Peraturan. Desa tentang APB De.A 

LAMPI RAN 
PEP.ATURAN 
DESA . 
NOMOR. TAHU 
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( ) 

Kepala Desa, . 

•••.,•••'I' I .. ~ lo I 4 ••'I! 19' ••Ii'•• 11; ·• • t 4 lo~•" .P.., !Iii·•• II• Ill••••• 

1 3 01 rclayanan administra i urnurn 
dan kependudukan ,(Surat 

I 

I 
pengantar/Pelayanan KTP, 
Kartu Keluarga, dll) 

I 

l 3 01 5 2 Belanja Barang dan Ja a 
! 

2 I Pelaksanaan Pembangunan Desa 
-- 

2 l Pendidikan 

Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pen in 
gkatan Sarana Prasarana 
Perpustakaan/Taman Bacaan 

2 l · 05 Desa/ Sanggar Belajar 
~ 

2 1 05 5 3 Belanja Modal 

PenangguJangan Bencana, 
5 Keadaan Darurat dan MenDesak 

5 l Penanggulangan Bencana 

5 1 5 4 Belanja Tak Terduga 
I 

5 1 I Keadaan Darurat 
I 

5 1 5 4 Belanja Tak Terduga 

I "dst 

JUMLAH BELANJA 

,SURPLUS / (DEFISIT) 

I 

I 6 PEMBIAYAAN 

6 1 Penerimaan Pembiayaan 

6 2 Pengeluaran Pembiayaan 

I 

SELISIH PEMBIAYMN I 
I 
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~ Bagian pendapatan diisi: 
a. pendapatan; dan 
b. kelompok pendapatan, 

- Bagian Belanja diisi: 
a. Belanja; dan 
b.jenis belanja [disesuaikan dengan jenis kegiatan) 

- Bagian Pembiayaen diisi: 
a. Pem biayaan; 
b.K lompok pembisyaan. 

diisi uraian Pendapatan I Belanja dan Pembiayaan 
nomenklatur dan kode rekening lihat pada format 
Per turan Bupati ini ini 

diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan 
diisi sum ber Dana. diisi dengan Surnber Dana yang digunakan 
dalarn kegiatan (kolom l .. c) terkait 

Kolom 4 
Kolom 5 

Kolom 3 

Kolom 2 

Keterangan Cara Pengisian 
Kolorn 1 diisi berdasarkan klasiflkasi Bidang Kegiatan: 

a.bidang; 
b. sub bidang; dan 
c. kegiatan 

diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, 
Belanja dan Pembiayaan: 
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Rp . 

Rp,.,u . 

:Rp . 
a. Pendapatan AsU Desa 

b. Transfer 

c. Lain-lain Pendapatan yang sah 

Pasal 1 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran terdiri dari: 

1. Pendapatan Desa 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.,... TA HUN 
ANGGARAN ..... 

3 dan seterusnya: 

2. ·~ .... ; 

1 ; Mengingat 

....... , 

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan kctentuan P sal 4 P _r turnn 
Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... , maka perlu menyusun 
Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa ..... (Na.ma Desa) Tahun Anggaran 

KE.PALA DESA ... (Nama O sa), 

DENOAN RAHMAT TUHAN VANG MAHA ESA 

PENJABARAN ANOGARAN PENDt\PATAN DAN R 1 LAN'-JA 'E A 
TAHUN ANGGARAN . 

PERATURAN KEPALA D • ~A .... (Nnmn O • n) 

NOMOR ,;, TAHUN ... 

TEN'TANO 

KE PALA DE A (No n De n) 

KABUP.ATEN [Numa Knbupnt I l 

e. F·ormat Rancugau Perbd •· tentang 
clan Belanja Deaa 
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KEPALA DESA [Nama Desa) 

tanda tangan 

NAMA 

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa 
yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut 
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh 
Kepala Urusan dan Kepala Sek:si pelaksana kegiatan anggaran .. 

Pasal 4 

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Kepala Desa mi dengan 
penempatannya dalam Berita Desa . . . . . . . (Nama Desa] 

Ditetapkan di . . . . . 

pada tanggal . 

Pasal 3 

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa sebagaimana dimaksud dal.am Pasal l tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari 
Peraturan Kepala Desa ini 

Rp . 

Rp . 
Rp ~············· 

Rp .. ;o . 

Rp . 

Rp . 

Rp . 

Rp . 

.Rp ~ . 

Rp •.....•............. 

Pasal 2 

3. Pembiayaan Desa 

a. Penerimaan Pembiayaan 
b. Pengeluaran Pembiayaan 

Selisih Pembiayaan ( a - b ) 

b, Bidang Pem bangunan 

c. Bidang Pernbinaan Kemasyarakatan 

d .. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

·e. Bidang Penanggulangan Bencana, 
Darurat, dan MenDesak Desa 

Jumlah. Belanja 

Surplus/,(Defisit) 

. Jumlah Pendapatan 

2. Belanja Desa 

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah 
Des a 
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IT DE-, l om D ··t TAHUN NOMOR ) 

OS ... ( mD 

n di .... 
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KEL:UARAN SUM BER 

KODE /OUTPUT 
DANA 

i 

REKENING URAIAN 
VOLU SATU ANG GAR. ME AN AN 

l 2 3 4 5 6 7 
I 

a b c a b c d 
I 4 PENDAPATAN I 

I I 

I 

4 1 PADesa 
I I I 

4 I 1 Hasil usaha 
I 

4 1 1 <Obyek Pendapatan> ... 
I 

I 4 2 rrransfer 

4 2 1 Dana Desa 

I 
4'; 3 Pendapatan lain-lain 

I I 

I Penerimaan dari Hasil I 

4 3 1 Kerjasama Antar Desa 

4 3 1 ..... <Obyek Pendapa.tan> 
I 

dst ... 
I I 

UUMLAH PENDAPATAN 

I I 

Conteh: 

FORMAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DESA 

PEMERINTAH DESA . 

TAHUN ANGGARAN . 

TENT ANG 

PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA 
DESA 

LAMPI RAN 

PERATURAN KEPALA 
DESA . 

NOMOR TAHUN . 

f. Format Lamplran Peraturan Kepala Den Penjabaran A.nggaran 
Pendapatan clan Belanja Desa 
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<Rincian Obyek 
I l 1 05 5 3 4 ... IBelanja> 

2 105534 Belanja Modal Gedung 

Belanja Modal 2, l 05 5 3 

Pembangunan/ Rehabili 
tasi/ Penin gkatan 
Sarans Prasarana 
Perpustakaan/Taman 
Bacaan Desa/Sanggar 
Belajar 

2 1 05 

Pendidikan 2 1 

Pelaksanaan 
Pembangunan Desa 2 

<Rincian Obyek 
Belanja> 

Belanja Jasa 
Honorarium 1 3 01: 2 2 2 

Belanja Barang dan 
kJasa l 3 01 2 21 

Pelayanan admimstrasi 
mmum dan 
~ependudukan (Surat 
Pengantar / Pelay.anan 
KTP, Kartu Keluarga, 
dll) 

1 3 01 

lAdministrasi 
Kependudukan, 
Pencatatan Sipil, 
Statistik dan Kearsipan 

<Rincian Obyek 
1 '1••• Belanja> 

I 

1 l 01 5 l 

Penghasilan Tetap & 
rl'unjangan Kepala Desa · 1 1 01 5 1 1 

Belanja Pegawai l 1 01 5 1 

Penyediaan 
Penghasilan Tetap clan 
rfunjangan Kepala Desa 

1 1 01 . 

Penyelenggaraan 
Belanja Penghasilan 
rfetap, Tunjangan dan 
Operasional 
Pemerintahan Desa 

1 1 

Penyelenggaraan. 
Pemerintahan Desa l 

BEL.ANJA s 
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( ) 

Kepala Desa, 

... , ,.,. .,.ii j, ... 

5 Penunggulnn un I I 

Ben nun, K; rdnnn i 

I Darurat dnn M ~ nDc nk 
I 

Penanc ilnn ,n 
5, 1 I 8 11 onn 

Pennnggulan nn 
5 l 00 Bcncnnn 

5 1 00 5 4 Belanjo Tnk Tcrdu n 
I 

- - 

5 l 00 5 4 00 Belan]n Tnk T rdugn 

5 1 00 5 4 00 00 Belanja Tak Terdugn 

I 

lJUMLAH BELANJA 
I 

-- 

SURPLUS /(DEFI IT) 
I 

I I 

i 

I 

6 PEMBIAYAAN I 
! 

Penenmaan 
6 l Pernbiayaan 

I SfLPA Tahun 
6 1 1 Sebelumnya 

I 

I 

iS1LPA Tahun 
6 11 1 1 Sebelumnya 

I 

Pengeluaran 
6 2 Pembiayaan 

I 

Pembentukan Dana 
6 2 1 Cadangan 

I 

Pembentukan Dana 
6 2 2 1 Cadangan 

ds I 
I I 

I 
SELISIH PEMBIAY AAN 
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ch m_ k n 

_d I P er tur n .tn [Lih l 

n .r i k<" l rn]; 

n 1 . 

11\ I 
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KEPALA DESA ... (Nama Desa] 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 
TAHUN ANG GARAN ..... 

Menetapkan 

3 dan seterusnya; 

Dengan Kesepakatan Bersama 

BAUAN PERMUSYAWARATAN DESA •.. (Nama 
Desa] 

Dan 

2 ; 

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai 
dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya 
perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu 
dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa Tahun Anggaran ..... 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a1 perlu menetapkan Peraturan Desa tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB 
Desa) Tahun Anggaran .... ; 

Mengingat : 1. ..... ; 

DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA [Nama Desa], 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN .... 

PERATURAN DESA .. (Nama Desa) 

NO MOR ... TAHUN ... 

KABUPATEN [Nama Kabupat.en) 

KEPALA DESA ..... (Nam.a Desa) 

g. Format Peraturan DeA tentang Perubahan Anggaran Pendapatan clan 
Belaaja Desa 
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Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Oesa 
sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan 
AP'BDesa. 

Pasal 3 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalarn 
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari 
Peraturan Desa ini. 

Pasal 2 

Selisih Pernbiayaan setelah perubahan( a - b ) Rp . 

Rp . 

Rp . 

Rp ..•.................. 

Rp . 

Rp . 

Rp . 

Rp . 

Rp "!il.,. .., .. 

b. Bertambah/ (berkurang) 

b. Bertarnbah/ (berkurang) 

Jumlah penerimaan setelah 
perubahan 

3.2 .. Pengeluaran Pembi.ayaan 

a .. Semula 

b, bertambah / (berkurang) 

Jumlah belanja setelah perubahan 

Surplusf,(Defisit) setelah perubahan 

3. Pembiayaan Desa 

3.1 .. Penerirnaan Pembiayaan 

a. Semula 

a. semula 

2. Belanja Desa 

Anggaran. Pendapatan dan Belanja Des a Tahun Anggaran . 
semula berjumlah Rp ,· ( ), bertambah/bcrkurang 
sejumlah Rp ,- ( ) sehingga menjadi Rp ,- 1 ) 
dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan Desa 

a. semuta Rp . 

b. benambah/(berkurang) Rp . 

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp., .. 

Pasal 1 



Dipindai dengan CamScanner 

I 

NAMA 

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ... 

tanda tangan 

SEKRETARIS DESA ... [Nama Desa], 

Diundangkan di ... 

pada tanggal ... 

NAMA 

tanda tangan 

Ditetapkan di . 

pada tanggal . 

KEPALA DESA (Nama Desa] 

Peraruran Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat rnengetahui, merrrerintahkan 
pengundangan Peraturan Desa mi dalam Lembaran Desa ... 
(nama Desa], 

Pasal 4 
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Cara pengisian: 

Kolom l : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan 
Kolom 2 ; diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasli ekonomi 
Kolom 3: diisi dengan seluruh uraian sebelurn perubahan 
Kolo:m 4: diisi dengan anggaran sebefum perubahan 
Kolom 5 .: diisi dengan seluruh uraian setelah perubahan 
Kolom 6: diisi dengan anggaran setelah perubahan 
Kolom 7 .: dilsi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah 
Kolom 8 : diisi dengan sumber dana 

7 6 5 4 3 1 

SEMULA MENJADI BERTAMBAH/ 
1-----,----~1-----------11(BERKURANG) SUMBER 

I DANA 
ANG GARAN ANG GARAN 

URAIAN (Rp.) URAIAN I (Rp.J 

8 2 

a b c al b I 

KODE 
REKENING 

PERUBAHAN ANGOARAN PENDAPATAN DAN ELANJA DE-_· A 

PEMERJNTAH DESA . 

TAHUN ANGGARAN . 

L/\MPIRAN 

1,P;IM'l'URAN OESA 

NOM R . 
TAHUN . 

TEN1AN-, 
PtRUBAllAN 
ANGOARAN 
PENDAPATAN DAN 

E -ANJA DE-A 

Contoh: 

h, Form t Lamplran Po·nturan D .. t _ nun- P rub b n. An - _ an 
Pendapatan dan B· lanja D u 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN 
PERUBAH_AN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DESA .... (Nama Desa) TAHUN ANGGARAN ..... 

3 ...... dan seterusnya; 

2 ...... ;. 

: 1 ...... ; Mengingat 

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa 

Nomor....... Tahun ...... tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... , maka 

perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... (Nama 

Desa] Tahun Anggaran ; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA ... (Nama Desa), 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DESA 

TAHUN ANGGARAN . 

NO MOR ... TAHUN ... 

TENT ANG 

KABUPATEN (Nama Kabupaten) 

PERATURAN KEPALA DESA ... (Nama Desa] 

KEPALA DESA ..... (Nama Desa] 

l. Fa.rm.at Peraturan Deaa tentan.g Peraturan Kepata Desa 
tentang Penjabaran Perubahan APB Desa. 
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Rp . a. Semula 

2. Belanja Desa 

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 

a. Semula Rp . 

b. Bertambah/fberkurang) Rp . 

Jum.lah setelah perubahan Rp . 

2.2. Bidang Pembangunan 

a. Semula Rp . 

b. Bertambah/ (berkurang) Rp . 

Jumlah setelah perubahan Rp .. 

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 

Jumlah lain-lain pendapatan yang sah 

setelah peru bahan Rp . 

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp . 

Rp . 

Rp . 

Rp . 

Rp . 

Rp . 

1.2. Transfer 

a. Semula 

b. Bertarn bah l(berkurang)1 

Jumlah pendapatan transfer setelah 

Perubahan 

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah 

a. Semula 

b. Bertambah/ (berkurang) 

Rp . 

Rp . 

Rp . 

a. Semula 

b, B rtambah/ [bcrkurnn ) 

Jumlah PADesa setelah perubah n 

Pa nl l 

Anggaran Pendap unn don Belanjn D • A T hun Angg rran 

..... semuln berjurnlah Rp ,- 1, ), 

benambah/b rkur n s jumlah Rp , ( ) - chin a 

menjadi Rp t- ( ) d ng, ·n rin ion ·bagai berik t: 

1. Pendapatan Desa 

1.1. Pendapatan AsH D 
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Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 
tercanturn dalam Lampiran yang merupakan bagian tak 
terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini. 

Pasal 2 

b. Bertambah / [berkurang] 

Jumlah setelah perubahan 

Selisih Pembiayaan setelah perubahan 

Rp .....••........... 

Rp . 

Rp . 

Rp . 

b. Bertarnbah / [berkurang] 

Jumlah setelah perubahan 

3.2. Pengeluaran Pembiayaan 

a. Semula 

Rp . 

Rp . 

Rp ...•............... 

3. Pembiayaan Desa 

3.1. Penerimaan Pembiayaan 

a. Semula 

b. Bertambah/(berlrurang) Rp . 

Jumlah setelah perubahan Rp . 

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, 

Keadaan Darurat, dan MenDesak Desa 

a. Semula Rp .. 

b. Bertambah/(berkurang) Rp . 

Jumlah setelah perubahan Rp .. 

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp . 

Surplus/ (Defisit) setelah perubahan Rp . 

b. Bertambah/ (berkurang) Rp .. 

Jumlah setelah perubahan Rp .. 

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

a. Semula Rp .. 
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BERITA DESA ... {Nama Desa) TAHUN .... NOMOR ... 

Diundangkan di ... 

pada tanggal .... 

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa], 

tanda tangan 

NAMA 

NAMA 

tanda tangen 

Ditetapkan di . 
pnda tnnggal . 
KEPALA DE A [Nama De o) 

A.gnr setlnp ornnt dnput m ngetnhul, mcm erinlahkan 
peugundnngun Pemturru Kcpnlu D 'Na int dengnn pcnempatnnnya 
dalam B eritn Deaa ... [Nnma D isn] 

Pernturan K pnln O _ Rn ini muled berlnku pudn tunm~ul dlundnngkan, 

r nl 4 

P lok. unnun Pc1,inbor m l'uulmh m APO D uu yun , cJit tupknn dulum 
I _ turun ini <llhumRknn leblh b J1Ju1· dulnm Dokumen P .I ,le unnan 
Perubnhan Anp.Rnr m (TWPA) yon · di ll un ol ·h I r.p 11,1. Urunuu dun 
Kepnln .k~i \lrlrik mn I< , ,intnn I n rnrun. 

Pn n1 ,:1 
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